
a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata 
rantai penularan Corona Virus Disease 2019 {Couid- 

19), Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan 
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 
ten tang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota 

Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubaban Ketiga Atas 
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021, 
namun dalam perkembangannya terbit lnstruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 
3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di 
Wilayab Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota 

termaksud perlu disesuaikan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 

2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung; 
Mengingat ... 

WALI KOTABANDUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALi KOTA BANDUNG 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2022 
TENT ANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN W ALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN 

KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE2019 
DI KOTA BANDUNG 

SALIN AN 



9. Undang-Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daera.h-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan DalaJn Daerah lstimewa Jogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
45) aebagabnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoneaia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepoliaian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 t.entang 
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4439); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 t.entang 
Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintaa clan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 
sebagaimana teJah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Mengingat 
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17. Peraturan ... 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminiatraai Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) aebegairnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Keaehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapa.n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dieease 
2019 (COVID-19) clan/ atau Dalaln Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (l.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambe.ban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penangulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 
Tambehan Lembaran Negara Republic Indonesia 
Nomor 3447); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelengpraan Penangulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambehan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Preaiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelengaraan Kedarurata.n Bencana pad.a Kondiai 
Tertentu (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2018 Nomor 34); 
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26. Keputusan •.. 

17. Peraturan Pfflliden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 
Komite Penanpnan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 178); 

18. Keputuaan Preaiden Nomor 11 Tahun 2020 tent.ang 
Penetapan Kedaruratan Keaehatan Masyarakat Corona 
Virua Dieeaae 2019 (COVID-19); 

19. Keputuaan Preaiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalarn Penyebaran Corona 
Virus Diaeaae 2019 (COVID-19) sebagai Bencana 
Nasional; 

20. Peraturan Menteri Keaehatan Nomor 949/Menkes/ 
SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sietem 
Kewaspedaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 
2020 tentang PengendaUan Transportasi Dalam 
Rangka Pencegahan Penyeba.ran Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 361); 

22. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Diseue 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Repub1ilc: Indonesia Tahun 2020 Nomor 
249); 

23. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

24. Keputuaan Menteri Keaehatan Nomor HK.01.07/ 
MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan 
PengendaUan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalain 
Mendukung Keberlanpungan Usaha pa.da Situaai 
Pan demi; 

25. Keputuaan Menteri Keaehatan Nomor HK.01.07 / 
MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 
Masyarakat di Tempat dan Fasilita.s Umum Da1am 
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19); 
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26. Keputuaan Menteri Dalain Negeti Nomor 440-830 
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru 
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Kement:erian DalaJn Negeri clan Pemerintah Daerah; 

27. Keputuaan Menteri Keaehatan Nomor HK.01.07/ 
Menkea/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 
PengendaJian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

28. Keputuaan Benwrna Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteti Agarna, Menteri Keaehatan, dan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 
Tahun 2021 Nomor HK.Ol.08/MENKES/4242/2021 
Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan 
Pembelajaran di Maae. Pandemi Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19); 

29. Peraturan Oubemur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 
2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif 
Terhadap Pelangaran Tertib Kesehatan DaJatn 
Pelakaanaan Pembe.taaan Soaial Berskala Besar dan 
Adaptasi Kebia8aan Baru Dalaln Penanggulangan 
Coronavirua Dieeaee 2019 (Covid-19) di Daerah 
Provinai Jawa Barat (Betita Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2020 Nomor 60); 

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Siatem Keeehatan Daerah (Lernbaran Daerah 
Kota Bandung Tabun 2020 Nomor 01, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1); 

Memperhatikan: 1. lnstruksi Presiden Hom.or 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Ke8ehatan DaJam Pencegahan dan PengendaUan 
Corona Virus Disease 2019; 

2. Keputuaan Bersama Menteti Pendidikan, Kebudayaan, 
Riaet, dan Teknologi, Menteri Agarna, Menteri 
Keaehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
05/KB/2021, Nomor 1374 Tahun 2021, Nomor 
HK.Ol.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 
Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan 
Pembelsjaran Di Mua Pandemi Corona Vims Disease 
2019 (Cowi-19); 

3. Inatrukai Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 
tentang Pember1akuan Pernba.tasan Kegiatan 
Masyarakat Level 3, Level 2 clan Level 1 Corona Virus 
Disease 2019 di Wilayab Jawa clan Bali; 

4. Surat Edaran Kepa1a Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status k.eadaan 
Darurat Bencana Nonalarn Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Sehegai Bencana Nasional; 

MEMUTUSKAN: .•. 
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(2) Penduduk ... 

Paaal 11 

( 1) DalaJn pelaksanaan PPKM Level 2 aelama 

pandemi Covid-19, kegiatan di Pueat 

Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan 
beroperaai dengan kapaaitas paling banyak 50% 

(lima puluh peraen) pengunjung dengan tetap 

wajib menerapkan protokol k.eaehatan 
pencegahan dan pengenda1ien penyebaran Covid- 

19 aecara ketat. 

1. Ketentuan Pasal 11 diube.h aehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pa8&l I 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 

tentang Pemberlakuan Pembataaan Kegiatan Masyarakat 

Level 2 Corona Virus Diaease 2019 di Kota Bandung (Serita 

Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 103) yang telah 

beberapa kali diubah denpn Peraturan Wali Kota: 

a. Nomor 109 Tahun 2021 (Serita Daerah Tahun 2021 

Nomor 109); 
b. Nomor 114 Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 

Nomor 114); 

c. Nomor 1 Tahun 2022 (Berl.ta Daerah Tahun 2022 

Nomor 1); 

diubah eebagai berikut: 

PERATURAN WAU KOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERA1URAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANO PEMBERLAKUAN 

PEMBATASAN KEOIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA 

VIRUS DISFASE2019 DI KOTA BANDUNG. 

MEMUTUSKAN: 
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d. waktu ... 

pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja 
dengan mengunakan pembagian waktu kerja 
bergiliran (work in shijl1. 

(8) Waktu operaaional ditetapkan aebagai berikut: 
a. waktu operasional untuk Puaat 

Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai 
buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup 
pukul 21.00 WIS; 

b. waktu operasional untuk toko modern kecil 
eeperti Mini Swalayan/Mini Market dan toko 
kelontong yang menjual kebutuhan aehari 
hari clan alat kesehatan yaitu mulai buka 
pukul 08.00 WIB sampai dengan tutup pukul 
21.00 WIB; 

c. waktu operasional paaar yang menjual 
kebutuhan eehari-hari yaitu mulai buka 
pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 
21.00 WIB; 

modern, 

(2) Penduduk dengan ueia di bawah 12 (dua belas) 
tahun diperbolehkan m.emasuki Pu sat 
Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dengan didampingi 
orangtua. 

(3) Pengelola Puu.t Perbe1anjaan/Mall wajib 
menggunakan aptik:asi Peduli Lindungi untuk 
melakukan akrining terhadap aemua pengunjung 
dan pegawai Puaat Perbelanjaan/Mall. 

(4) Pengelola supermarket dan hypermarket wajib 
mengunakan aplikasi Peduli Lindungi. 

(5) Setiap orang yang masuk ke Puaat 
Perbelanjaan/Mall harus sudah melakukan 
vaksinaai. 

(6) Bagi eetiap orang yang belum atau tidak biaa 
melakukan vakainasi karena a]asan k.eaehatan, 
harus menunjukkan surat keterangan dokter dan 
bukti tes Antigen dengan basil negatif untuk 
maauk ke Puaat Perbelanjaan/Mall. 

(7) Pimpinan/ pemilik/pengelola toko 
Pedagang Kaki Lima 
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( 11) Pelaksanaan ..• 

d. waktu operuiona.1 pasar yang menjual 
barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu 
mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan 
tutup pukul 18.00 WIB; 

e. waktu operaaional pasar induk dilakukan 
aecara normal; 

f. waktu operaaional untu.k warung, restoran, 
rumah rnakan dan cafe yaitu muJai buka 
pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 
22.00 WIB; 

g. waktu operaaional untuk apotik dan toko 
obat dapat buka aelama 24 jam; dan 

h. waktu operaaional Pedagang Kaki Lima, toko 
kelontong yang menjual barang 

nonkebutuhan aehari-hari, agen/outlet 
voucher, barbershop/pangkas rambut, 
laundry, pedapng aaongan, bengkel kecil, 
cucian kendaraan dan lain-lain yang aejenis 
mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan 
tutup pukul 21.00 WIB. 

(9) Kapeaitas pengunjung toko modem, toko 
kelontong dan pa.ear yang menjual kebutuhan 
aehari-hari aerta pasar yang menjual barang 
nonkebutuhan aehari-hari dibataai paling banyak 

75o/o (tujuh puluh lima peraen) dari kapaaitas 
geclung/ruang. 

( 10) Pelakaanaan kegi.atan restoran, rumah rnakan 
dan caf! yang berada daJam gedung/toko atau 

area terbuka bail< yang berada pada lokaai 
tereendiri maupun yang berlokaai di pusat 
perbelanjaan/mall dapat melayani makan di 
tempat (dine in) dengan ketentuan paling banyak 
50o/o (lima puluh pereen) clan waktu rnakan paling 
lama 60 (enam puluh) menit dengan wajib 
menerapkan protokol keaehatan pencegahan dan 
pengendaHan penyebaran Covid-19 aecara ketat 
aerta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi 
untuk melakukan skrining terhadap aemua 
pengunjung dan pepwai. 
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2. Ketentuan ... 

( 11) Pelakaanaan kegiatan warung mekan/warte& 
pedagang kaki lima, Japak jajanan clan sejenisnya 
dape.t melayani makan di t.empat dengan 
ketentuan pengunjung paling be.nyak 50% (lima 

puluh pereen) dari kapaaitas dan waktu makan 
paling Jama 60 (enam puluh) menit. 

( 12) Bioakop dapat beroperaai dengan ketentuan 
eebapi berikut: 
a. wajib mengunakan Peduli Lindungi untuk 

melakukan skrining terhadap aemua 
pengunjung dan pegawai; 

b. kapaaitaa pengunjung paling banyak 70% 
(tujuh puluh persen); 

c. pengunjung dengan uaia di bawah 12 (dua 
belaa) tahun diperbolehkan maauk dengan 
didampingi orang tua; 

d. reatoran/rumah makan dan cafe di dalern 
area bioakop diizinkan menerima dine in, 
dengan kapaaitaa paling banyak SOOA> (lima 
puluh pereen) clan waktu rnakao paling lama 
60 (enam puluh) menit; dan 

e. weJib menerapkan protokol kesehatan 
pencegahan dan pengendalian penyebaran 

Covid-19 eecara ketat. 
(13) Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan 

di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan 
diperbolehkan dengan ketentuan kapasitas 
pengunjung paling banyak 50o/o (lima puluh 
pereen) denpn syarat orang tua mencatatkan 
aJamat dan nomor telepon untuk kebutuhan 
tracing, aerta wajib mengunakan apHkaai Peduli 

Lindungi. 
(14) Ket.entuan lebih lanjut mengenai protokol 

keaehatan pencephan dan 
penyebaran Covicl-19 aebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum daJam Lampiran I yang 
merupalcan begian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 
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(5) Kapasitas ... 

Pual 16 
(1) SeJarna pandemi Covid-19, kegiatan di lokasi 

wi•ta, area pubtik, tarnan umum, museum dan 
ga1eri aeni diperbolehkan dengan wajib 
menggunakan apHkaai Peduli Undungi untuk 
melakukan skrining terhadap semua pengunjung 
dan pegawai eerta menerapkan protokol 
keeehatan penaiipban clan pengendaUan 
penyebaran Covid-19 aecara ketat. 

(2} Waktu operaaional lokasi wiaata, area publik, 
taman umum, muaeum dan galeri seni ditetapkan 
yaitu mulai buka puku.l 10.00 WIB aampai 
dengan tutup pukul 18.00 WIB. 

(3) Lokaai Wiaat.a aebegairnana dirnaksud pada ayat 
( 1) terdiri ataa: 
a. Saung Angklung Mang Udjo. 
b. Kebun Binatang Bandung; 
c. Trana Studio Bandung; 
d. Karang Setra; clan 
e. Kiara Artha Park. 

(4) Kapasitas pengunjung lokasi wisata sebagaimana 
dirnakaud pada ayat ( 1) diatur sebaga.i berikut: 
a. kapaaitaa Saung Angklung Mang Udjo, 

paling banyak 500 (lima ratus) orang per 

pada eatu waktu; 
b. kapasitaa Kebun Binatang Bandung, paling 

banyak 2000 (dua ribu) orang per pada satu 
waktu; 

c, kape.sitaa Trans Studio Bandung, paling 
banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima 
puluh) orang per pada satu waktu; 

d. kape.sitaa Kuang Setra, paling banyak 
1125 (aeribu aeratus dua puluh lirna) orang 
per pada eatu waktu; dan 

e. kape.sitaa Kiara Art:ha Park, paling banyak 
1500 (seribu lima ratus) orang per pa.da 
satu waktu. 

2. Ketentuan Pa88l 16 diubah sehingga berbunyi sebaga.i 

berikut: 
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(10) Kegiatan Jua Uaaha Pariwisata Hiburan 

aebagaimana dimakaud pada ayat (9) wajib 

menggunakan aplilcesi Peduli Lindungi untuk 

me1akukan skrining terhadap semua pengunjung 

dan pegawai serta menerapkan protokol 

keeehatan pencegahan dan pengendalian 

penyebaran Covi<i-19 aecara ketat. 

(11) Kapasitaa kegiatan Jasa Usaha Pariwisata 
Hiburan aebagaimsna dirnaksud pada ayat (9) 

dibatasi paling banyak 300/o (tiga puluh peraen) 

dari kapaaitaa gedung/ruangan. 

(12) Waktu operaaional Jasa Usaha Pariwisata 

Hll>uran aebegairnana dimaksud pada ayat (9) 

ditetapkan yaitu mulai buka pukul 16.00 WIB 

sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB. 
(13} Ketentuan ... 

a. karaoke; 

b. pub; 

c. bar; 

d. ldab malarn; dan 

e. bola &Odok/ bilyard. 

(8) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua beJas) 

tahun diperbolehkan memaauki lokasi wisata, 

area publik, tarnan umum, museum dan galeri 

eeni dengan didarnpingi orang tua. 

(9) Selarna pelakeanaan PPKM Level 2, Kegiatan Jasa 

Uaaha Pariwiaata Hiburan yang diperbolehkan 

terdiri ataa: 

(5) Kape.aitaa pengunjung area publik dan tarnan 
umum d11>ataai paling banyak 25% (dua puluh 
lima pe1 sen). 

(6) Kapaaitas pengunjung museum dan ga1eri seni 

dibatasi paling banyak dibatasi paling banyak 

50% (lima puluh peraen). 

(7) Pengunjung dibataai paling lama 2 (dua) jam 

untuk berada pada lokasi wisata, area publik, 
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Pual20 
(1) K,.;atan/aktivit.u yang tidak diperbolehkan, 

terdiri ataa kegiatan/ aktivitas usaha pan ti pijat, 
reOekai, mandi uap dan spa/ massage. 

(2) Kegiatan/aktivitaa event dan/atau konaer 
eeni/musik/budaya diperbolehkan dengan 
mmerapkan protokol ke8ehatan pencep.han dan 
pen.gendallan penyebaran Covid· 19 secara ketat. 

(3) Pengelola faailitaa atau penanggungjawab 
kep,tan/aktivitae event dan/atau konaer 
eeni/muaik/budaya aebagairnana dfmaksud pada 
ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli 
LindUJlli untuk melakukan skrining bagi kru dan 
talent yang hadir. 

(4) Kapaaitaa kegistan/aktivitas event dan/atau 
koneer eeni/musik/budaya yang dilaksanakan di 
dalam ruangan atau indoor dibatasi aebagai 
berikut 
a. untulc ruangan dengan kapasitas lebih dari 

1000 (aeribu) orang, dihadiri paling banyak 
500 (lima ratua) orang; 

b. untuk ruangan dengan kapaaitas aebanyak 
500 (lima ratua) sampai dengan 1000 
(aeribu) orang, dihadiri paling banyak 300 
(tiga ratua) orang; dan 

c. untuk ruangan dengan kapasitas aampai 
dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri 
paling banyak 50% (lima puluh peraen) 
pengunjung/tamu dari kapasitas ruangan. 

(5) Ketentuan ... 

3. Ketentuan Pasa1 20 diuba.h aehingga berbunyi sebagai 
berikut 

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol 
keeehatan pencep.han dan pengendaJian 
penyebaran Covid-19 sebagajmana dirnaksud 
pada ayat (2) tercantum daJarn Lampiran I yang 
merupe.kan hagian tid.ak terpisahkan dari 
Pera.turan Wali Kota ini. 
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Pasal ... 

pencegahan dan pengendalian penyebaran 
Covi<i-19 aecara ketat; dan 

d. wajib menggunakan aplikasi Peduli 
Lindungi untuk melakukan skrining bagi 
aemua pengunjung dan pegawai. 

kesehatan protokol menerapkan c. 

(5) Ketentuan mengenai kapasitas, waktu dan teknis 
kegiatan/ aktivitaa event dan/ atau konser 
seni/musik/budaya yang dilaksanakan di luar 
ruangan at.au outdoor ditetapkan oleh Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisat.a Kota Bandung. 
(6) Kegiatan meeting, incentives, conferencing, 

exhibitions yang berada dalam gedung tertutup, 
diperbolehkan dengan menerapkan protokol 
keaehatan pencegahan dan pengendalian 
penyebaran Covid-19 secara ketat. 

(7) Kapasitas kegiatan meeting, incentives, 
conferencing, exhibitions dibatasi dengan 
ketentuan: 
a. untuk ruangan dengan kapasitas lebih darl 

1000 (aeribu) orang, dihadiri paling banyak 

500 (1ima ratus) orang; 

b. untuk ruangan dengan kapasit.as sebanyak 

500 (lima ratus) eampai dengan 1000 
(aeribu) orang, dihadiri paling banyak 300 

(tiga ratus) orang; dan 
c. untuk ruangan dengan kapasitas sampai 

dengan 500 (lima ratus) orang, d.ihadiri 
paling ba.nyak 50o/o (lima puluh persen) 
pengunjung/tamu dari kapasitas ruangan. 

(8) Kegiatan/aktivitas usaha gym diperbolehkan 
dengan kerentuan: 
a. kapa.sitas paling banyak 500/o (lima puluh 

persen] dari kapasitas ruangan; 
b. waktu operasional gym ditetapkan yaitu 

mulai buka pukul 06.00 WIB sampai 
dengan tutup pukul 21.00 WIB; 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 5 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 21 Januari 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

TTD. 
EMASUMARNA 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 21 Januari 2022 
Plt. W ALI KOTA BANDUNG, 

TTD. 
YANA MULYANA 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Wali Kota ini dengan 

Agar setiap 
pengundangan 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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